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ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan judul “Analisis ‘urf
terhadap Tradisi Hutang Pupuk Urea Dibayar dengan Uang di Desa Laju Kidul Kecamatan
Singgahan Kabupaten Tuban”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan:
Bagaimana sejarah dan tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban? Bagaimana analisis ‘urf terhadap tradisi praktik
hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan
Kabupaten Tuban?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
Hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Adapun pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif yaitu penulis
menggambarkan fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis
dengan teori ‘urfuntuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Transaksi yang terjadi di masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan
Kabupaten Tuban adalah Jual beli yang pembayarannya dibelakang dan termasuk juga jual
beli yang bersyarat. Jual beli yang bersyarat termasuk jual beli fasid, yang berarti bahwa
sifat dari jual beli tersebut tidak sah atau rusak. Akan tetapi, masyarakat Desa Laju Kidul
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban menganggap kebiasaan tersebut merupakan
transaksi hutang piutang, bukan jual beli. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan
bahwa tradisi hutang piutang pupuk urea dibayar dengan uang yang terjadi di Desa Laju
Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban mulai ada ejak tahun 1990-an. Hutang
piutang pupuk urea adalah dimana pihak yang berhutang meminjam pupuk urea dengan
syarat harus mengembaikan hutangnya berupa uang bukan berupa pupuk urea, dengan batas
waktu pengembalian yakni setelah panen atau 3 (tiga) bulan yang harus dibayar satu kali
lunas. Adanya hutang piutang pupuk urea dibayar dengan uang yang sudah menjadi tradisi
masyarakat Desa Laju Kidul tersebut dilatarbelakangi karena langkanya pupuk urea
sehingga membuat para petani kesusahan dalam mencari pupuk urea yang akan mereka
gunakan untuk memupuk sawah mereka. Tradisi hutang piutang pupuk urea dibayar dengan
uang yang terjadi di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban termasuk a/-
‘urt al-fasid. Al-‘urt al-fasid adalah kebiasaan yang dikenal orang, tetapi kebiasaan tersebut
bertentangan dengan dalil syara’. Hal tersebut disebabkan karena transaksi hutang pupuk
urea yang dibayar dengan uang adalah transaksi yang obyeknya mithli, maka
pengembaliannya harus sesuai. Hal ini sesuai kesepakatan para ulama bahwa wajib
hukumnya bagi penerima hutang untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam
harta mithli. Adapun mengenai syarat adanya kelebihan dalam pengembalian menurut
kesepakatan para ulama hukumnya haram. Karena hutang piutang tersebut terdapat unsur
riba.

Sejalan degan kesimpulan diatas, maka seharusnya masyarakat Desa Laju Kidul
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban melakukan transaksi hutang piutang pupuk urea
yang dibayar dengan uang hanya dalam keadaan yang benar-benar darurat. Jika masih ada
cara lain yang bisa dilakukan, sebaiknya tidak melakukan transaksi hutang piutang pupuk
urea yang dibayar dengan uang. Dan dalam bermuamalah hendaknya masyarakat Desa Laju
Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban berpedoman pada aturan-aturan yang sudah
ada dalam al-Qur’an dan hadith.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk
sosial dimana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan
manusia lainnya, inilah yang dinamakan manusia sebagai makluk
monodualistis. Untuk menciptakan sebuah kehidupan yang damai, manusia
dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain. Sadar atau tidak
manusia selalu hidup dengan berinteraksi, saling tolong-menolong dan
bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam, baik
primer, sekunder maupun tersier, dan untuk memperoleh itu semua manusia
harus bekerjasama dan saling membantu agar semua terpenuhi. Sudah
seharusnya orang kaya membantu yang miskin dan yang tidak mampu
membantu yang mampu.

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling
melengkapi, bukan untuk bersaing dan berlomba untuk kebaikan sendiri,
melainkan dorongan untuk saling bekerjasama dalam membangun hubungan

antar individu. Agar manusia dapat saling tolong-menolong dalam segala



urusan. Jual beli merupakan salah satu kegiatan sosial dan ekonomi dalam
rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada banyak cara yang bisa
dilakukan oleh seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang yang
membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang piutang,
zakat maupun sedekah, yang mana semua pelaksanaanya sudah diatur dalam
hukum Islam.

Untuk melengkapi keterbatasan antar masing-masing individu dalam
menyelesaikan suatu masalah, perlu diadakannya kegiatan muamalah. Saling
bermuamalah adalah ketentuan syariat yang berhubungan dengan tata cara
hidup sesama umat manusia yaitu menyangkut aspek ekonomi meliputi
kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas
hidup. Untuk itu kadang seseorang sering berhutang kepada orang lain baik
hutang itu berupa uang atau berupa barang yang akan dibayar gantinya pada
waktu yang lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan antara dua
pihak yang bersangkutan. Dengan adanya bantuan dari orang lain untuk saling
tolong-menolong timbullah adanya hutang piutang yang dilakukan oleh
seseorang yang membutuhkan kepada orang yang mampu.

Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau
tukar-menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu.

Secara etimologis hutang piutang (gard) adalah bentuk masdar dari kata

qgarada — yagridu — gardan, yang artinya memotong.' Kata tersebut merupakan

' Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidayakarya Agung, 1972), 337.



sinonim dari kata gafa’a yang artinya memotong. Diartikan demikian karena
orang yang memberikan hutang, memotong sebagian dari hartanya untuk
diberikan kepada orang yang menerima hutang (mugtarid).’

Ulama Hanafiyah mendefinisikan hutang piutang adalah harta yang
memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata
lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki
kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.’

Sayid Sabiq memberikan definisi hutang piutang adalah harta yang
diberikan pemberi hutang (mugrid) kepada penerima hutang (mugtarid) untuk
kemudian dikembalikan kepadanya (mugrid) seperti yang diterimanya, ketika ia
telah mampu membayarnya.”

Hukum hutang piutang adalah sunah bagi pemberi hutang dan boleh
bagi orang yang berhutang.” Hal tersebut dikarenakan mengandung suatu
kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran. Menolong

orang dalam keadaan seperti itu sangat dianjurkan oleh agama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang menjadi objek akad dalam
hutang piutang adalah sama dengan objek akad salam, baik berupa mithli
maupun barang gimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasar).

Sedangkan komoditi yang tidak boleh dijadikan objek transaksi dalam salam

> Achmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), 273.

*Wahbah az-Zuhaili, A/-Figh al-Islami wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et
al., (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), 374.

* Achmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 273.

® Wahbah az-Zuhaili, A/-Figh al-Islami wa Adillatubu ..., 173.



maka tidak sah digunakan transaksi dalam akad gard, seperti permata dan
sejenisnya. Karena akad hutang piutang menuntut adanya pengembalian benda
serupa.’

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Maka
seharusnya dilakukan berdasarkan syariat. Sebagaimana firman Allah dalam

surah Almaidah (5) ayat 2:

< ngc 5 2472 2 2o - e ,//& T A T
152805 03aaly WY1 o 15505 5 ¢s5a80T5 21 Je 1565055
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fa%j el
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“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (almaidah : 2) ’

Untuk memenuhi kebutuhan, seseorang dapat meminjam harta kepada
orang lain. Sebagaimana yang terjadi di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan
Kabupaten Tuban, mereka melakukan transaksi hutang piutang pupuk urea
yang dibayar dengan uang. Pada saat musim ngemes (pemupukan) sawah, para
petani membutuhkan pupuk urea sebagai obat untuk penyubur tanaman mereka.
Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan hutang pupuk urea, dan
mereka (petani) akan mengembalikan hutangnya tersebut setelah panen.

Praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan uang yang terjadi di Desa

Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban tersebut dapat

6 .

Ibid., 377.
7 Departemen Agama Republik Indonesia, a/-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971),
156.



dideskripsikan sebagai berikut: dimana pihak yang berhutang meminjam pupuk
urea kepada piutang, dan piutang mengharuskan agar pihak yang berhutang
mengembalikan hutangnya berupa uang bukan berupa pupuk urea. Piutang juga
memberikan syarat kepada pihak yang berhutang yakni apabila pihak yang
berhutang tidak bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo (setelah panen
atau tiga bulan) maka orang yang berhutang tersebut harus mengembalikan
uangnya dengan nominal lebih dari harga pupuk urea yang menjadi objek dalam
transaksi ini. Akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan
menimbulkan penyesalan dikemudian hari. Sehingga akan mengurangi faedah
dari hutang piutang itu sendiri.

Tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang tersebut sudah
lama terjadi di kalangan masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan
Kabupaten Tuban. Pada setiap musim ngemes (pemupukan) sawah para petani
membutuhkan pupuk, akan tetapi mereka (petani) tidak mampu membeli pupuk
urea. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi,
sedangkan kondisi keuangan menipis. Hutang piutang pupuk urea yang dibayar
dengan uang tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat. Maka atas
dasar itulah peneliti mengangkat permasalahan ini ditinjau dengan analisis ‘urf.

Mengingat Tradisi hutang piutang tersebut sudah berlangsung lama dan
menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan
Kabupaten Tuban, atas dasar itulah peneliti mengangkat permasalahan tersebut

ditinjau dari analisis ‘urt



‘Urt adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan
dijadikan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.® Kebiasaan
yang dilakukan oleh masyarakat bisa menjadi hukum. Adapun kaidah fighiyah

yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah:

“Suatu kebiasaan dapat menjadi patokan hukum.”

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian tentang hutang pupuk dibayar dengan uang yang sudah menjadi
tradisi atau kebiasaan masyarakat di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan

Kabupaten Tuban.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang
diatas maka peneliti mencoba untuk mengidentifikasikan permasalahan yang
timbul dari hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut :

1. Tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul

Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

8 Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, Ushul Figh; Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam, (Surabaya:
CV. Citra Media, 1997), 146.
’Abdul Waid, Kumpulan Kaidah Ushul Figh Terlengkap dan Up to Date, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014),

154.



2. Tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban menurut analisis.

3. Mayarakat di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban
yang melakukan hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang.

4. Sebab-sebab tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa
Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

5. Tata cara perjanjian hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa
Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

6. Tata cara pengembalian hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di
Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

7. Manfaat hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

8. Dampak hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas,

maka peneliti membatasi penelitian yakni :

1. Tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

2. Analisis ‘wrf terhadap tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang di

Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.



C. Rumusan Masalah
Berkaitan dengan masalah yang telah peneliti batasi, maka peneliti
dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana sejarah dan tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang di
Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana analisis ‘urf'terhadap tradisi praktik hutang pupuk urea dibayar

dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban?

D. Kajian Pustaka
Masalah hutang piutang telah banyak dibahas dan ditulis dalam skripsi-
skripsi terdahulu yang dijadikan sebagai gambaran penelitian. Sehingga
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak ada duplikasi atau
pengulangan untuk penelitian ini. Penelitian yang sudah pernah dilakukan pada
skripsi terdahulu adalah:

1. Rista Dewi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang
piutang Hewan Ternak Sebagai Modal Pengelola Sawah Di Desa Ragang
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, tahun 2014 yang menyatakan
bahwa skripsi ini lebih fokus membahas tentang hukum hutang piutang
hewan ternak sebagai modal mengelola sawah, dengan pegembalian hutang
lebih dari harga penjualan hewan ternak tersebut. Setelah peneliti telusuri

bahwa hasil dari penelitian ini adalah masyarakat desa yang biasanya



meminjam hewan ternak kepada masyarakat mampu yang mempunyai
banyak modal. Yaitu dengan cara meminjam seekor sapi untuk dijual dan
apabila pada waktu itu sapi tersebut laku atau harga jual pada waktu itu
sejumlah Rp 6.000.000,00. Maka dari pemilik modal atau orang yang
meminjamkan harus mengembalikan dengan nominal uang sejumlah Rp
10.000.000,00 dan sistem pengembaliannya selama 4 bulan. Hasil
penelitian, menyimpulkan dalam hukum Islam mengenai tradisi tersebut
menurut beberapa kalangan ulama seperti yang dijelaskan di atas maka
tradisi tersebut dilarang dalam hukum Islam. Jika akad tersebut
menggunakan akad mudirabah maka diperbolehkan dalam hukum Islam,
akan tetapi semua aturannya menggunakan prosedur mudarabah."’

2. Ninik Umrotun Chasanah dengan judul Hutang piutang Dengan Jaminan
Hasil Panen (Analisis Hukum Islam terhadap sistem Hutang piutang
Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak Di Desa Banjarsari Kecamatan
Buduran Kabupaten Sidoarjo), tahun 2011 yang menyatakan bahwa skripsi
ini lebih fokus membahas tentang hukum hutang piutang dengan barang
jaminan berupa hasil panen tambak sebagai pengembaliannya apabila telah
jatuh tempo. Setelah peneliti telusuri bahwa hasil dari penelitian ini adalah
juragan ikan selaku orang yang berpiutang memberikan syarat-syarat

tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berhutang. Apabila orang

""Rista Dewi, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang piutang Hewan Ternah Sebagai Modal
Pengelola Sawah Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”, (Skripsi UIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2014), 58-59.
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yang berhutang tidak mau dengan syarat yang diajukan oleh juragan ikan
maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman, dan dalam prosesnya hutang
piutang ini terjadi karena adanya unsur keterpaksaan. Menurut hukum
Islam, pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di
Desa tersebut kurang memenuhi syarat sesuai syariat Islam, dikarenakan
sulitnya mencari pinjaman sehingga rukun dan syarat di abaikan."'

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti
lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu mengkaji tentang masalah hutang
piutang. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan,
yaitu dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai praktik
hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan
Singgahan Kabupaten Tuban yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan
masyarakat yang merupakan langkah awal tolak ukur apakah sistem hutang
piutang uang dengan pupuk urea sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dalam hukum Islam.

"Ninik ~ Umrotun  Chasanah, “Hutang  piutang  Dengan  Jaminan  Hasil = Panen
(Analisis Hukum Islam terhadap sistem Hutang piutang Dengan Jaminan Hasil Panen
Tambak Di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi , IAIN SUNAN AMPEL,
Surabaya, 2011), 12.
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E. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah :
1. Mengetahui sejarah dan tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan vang di
Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
2. Mengetahui bagaimana analisis ‘urf terhadap tradisi hutang pupuk urea

dibayar uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat
terhadap hal-hal sebagai berikut :
1. Dari segi teoritis

a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti
membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada.

b. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi
hukum Islam fakultas syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan
muamalah pada khususnya.

2. Dari segi praktis
a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk

membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
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b. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi mereka yang terlibat
dalam kegiatan hutang piutang uang dengan pupuk urea di Desa Laju

Kidul Kecamatan Singgahan Tuban.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang
dimaksud, maka perlu di tegaskan terlebih dahulu maksud dari judul penelitian
ini secara terperinci sebagai berikut :

1. ‘Urf adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijadikan
terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.

2. Hutang pupuk urea adalah praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Laju
Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang berupa pupuk urea
(penyubur tanaman buatan yang termasuk pupuk nitrogen).

3. Dibayar dengan uang adalah pengembalian pinjaman yang berupa uang (alat
tukar menukar yang sah), bukan berupa pupuk urea yang menjadi obyek

dalam hutang piutang tersebut.
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H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti
kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu: rasional,
empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan
dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.
Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia
sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang
digunakan. Sistematis artinya, sistem yang digunakan dalam penelitian itu
menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis."?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian
yang bersifat alamiah. Karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistic
dan mendasar, tidak bisa hanya dilakukan di dalam laboratorium saja,
dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan dari observasi,
wawancara/ interview dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, hal ini
berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: menyesuaikan metode kualitatif
lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda di lapangan. Metode

ini secara langsung menghubungkan antara peneliti dengan responden.

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.
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Untuk menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian
langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas: data
yang dikumpulkan, sumber data, tekhnik pengumpulan data, tekhnik analisis
data dan tekhnik pengolahan data.

1. Data yang dikumpulkan
Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan
data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang
selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau
mengindikasikan sesuatu.'
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka data
yang bisa dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:
a. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan
Kabupaten Tuban yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk,
keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan keadaan sosial
agama.
b. Data tentang hukum tradisi hutang pupuk yang dibayar dengan uang
menurut analisis ‘urf.
2. Sumber Data
Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh yang harus

dilakukan sendiri oleh peneliti, atau sesuatu yang dapat memberikan

"> Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatit Untuk I[Imu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba
Humanika, 2010), 116.
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informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.'"* Berdasarkan sumbernya,
sumber penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan
sumber sekunder.
a. Sumber Primer
Data primer adalah data yang diterima langsung dari subjek yang
akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang
kongkrit.'” Sumber primer dalam penelitian ini yaitu pemberi hutang
(mugrid) yang berupa pupuk urea dan penerima hutang (mugtarid)
pupuk urea yang dibayar dengan uang di desa Laju Kidul kecamatan
Singgahan kabupaten Tuban.
b. Sumber Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara
tidak langsung kepada pengumpul data.'® Data sekunder digunakan
untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat
dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik
di lapangan.
Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah
buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Data tersebut
diantaranya adalah:

1. Abd al-Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih.

' Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),
129.

' Bagong Suryanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 55.

' Sugiyono, Memahami Penilitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2012), 62.
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Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqih.

Achmad Wardi Muslich, Figh Muamalat.

Amir Syarifuddin, Ushul Figh.

Faishal bin Abdul Aziz Ali mubarok, Nailul Authar.
Ismail Nawawi Uha, Figh Mu’amalah.

Nasrun Haroen, Fikih Muamalah.

Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam

melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpuan data berarti penelitian

tidak dapat dilakukan. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah tekhnik observasi, wawancara/inferview dan

dokumentasi.

a. Observasi

Yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena

sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan.'’

Observasi tersebut bertujuan untuk mengamati dan mencermati

bagaimana tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang yang

sebenarnya.

"7 Masruhan, Metodologi Penlitian Hukum, (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 212.
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b. Wawancara/Interview
Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya
dengan si penjawab dengan menggunakan alat.'"® Tekhnik wawancara
ini digunakan untuk mendapat data melalui informasi dari pemberi
hutang (mugrid) yang berupa pupuk urea dan penerima hutang
(mugtarid) pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang pernah melakukan
hutang pupuk urea dibayar dengan uang.
c. Dokumentasi
Yaitu proses penyampaian data yang dilakukan melalui data
tertulis yang memuat garis besar data yang akan di cari berkaitan
dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul
adalah berkaitan dengan sensus, penelitian terdahulu, dan peraturan-
perauran yang berhubungan dengan penelitian mengenai hutang pupuk
urea dibayar uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan
Kabupaten Tuban.
4. Tekhnik Pengolahan Data
Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, pada akhirnya

akan dianalisis untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian.

'8 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988) , 234.
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Untuk mempermudah analisis, maka diperlukan pengolahan data.'® Adapun

tekhnik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain sebagai berikut :

a. Editing, yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan.*
Yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang praktik
hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan
Singgahan Kabupaten Tuban.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data tentang praktik
hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan
Singgahan Kabupaten Tuban.

c. Analizing, yaitu tahapan analisis dan perumusan aturan hutang piutang
dalam islam dan praktik hutang pupuk urea dibayar dengan uang di
Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses untuk membuat kesimpulan dari data-data
yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi
sehingga mudah untuk dipahami.”'
Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah
didahului dengan motode diskriptif kualitatif, yaitu bertujuan
mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-

data tentang praktik hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju

! Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2005), 117.
* Ibid., 118.
*! Sugiyono, Memahami Penilitian Kualitatif ..., 89.
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Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang di dapat dengan
mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis
dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai
dengan analisis terhadap hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa

Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, memuat lima bab
pembahasan, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang
masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai Jual beli (ba’), Hutang
piutang (gard) dan ‘Urf. Dalam hal ini peneliti membagi menjadi beberapa sub
bab yaitu terkait pengertian jual beli (ba 7), landasan atau dasar hukum jual beli
(ba’), rukun dan syarat jual beli (ba’), bentuk-bentuk jual beli (ba’),
pengertian hutang piutang (gard), landasan atau dasar hukum hutang piutang
(gard), rukun dan syarat hutang piutang (gard), dan pengertian ‘urf, landasan
atau dasar hukum ‘urf, klasifikasi ‘wurf, syarat ‘urf, kehujjahan urf, kedudukan

‘urt, dan pembenturan ‘ urf
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Bab ketiga, berisi tradisi hutang pupuk dibayar dengan uang prespektif
masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang
meliputi: gambaran umum tentang keadaan wilayah lokasi penelitian yang
terdiri atas; letak geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi,
keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial keagamaan. Pelaksanaan
penyelesaian hutang pupuk dibayar dengan uang, terdiri atas; latar belakang
terjadinya hutang pupuk dibayar dengan uang, tata cara perjanjian hutang
pupuk dibayar dengan uang, tata cara pengembalian hutang pupuk dibayar
dengan uang, manfaat hutang pupuk dibayar dengan uang, dan dampak yang
ditimbulkan dari adanya hutang pupuk dibayar dengan uang tersebut.

Bab keempat, berisi analisis hutang piutang pupuk urea yang dibayar
dengan uang dan analisis ‘wrf terhadap tradisi hutang pupuk urea dibayar
dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang

dilakukan dalam hal ini adalah sebagai penutup.



BAB II

JUAL BELI, HUTANG PIUTANG DAN 'URF

Landasan teori merupakan bagian yang akan membahas tentang
pemecahan masalah melalui pembahasan-pembahasan yang bersifat teoritis.
Teori-teori yang akan dikemukakan merupakan dasar-dasar penulis dalam
memecahkan masalah mengenai tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang.
landasan teori yang dibahas dalam bab ini meliputi: Jual beli (ba’l) yakni
pengertian jual beli (ba’7), landasan atau dasar hukum jual beli (ba %), rukun dan
syarat jual beli (ba’7), bentuk-bentuk jual beli (ba 7). Hutang piutang (gard) yakni
pengertian hutang piutang (gard), landasan atau dasar hukum hutang piutang
(qgard), rukun dan syarat hutang piutang (gard). ‘Urf yakni pengertian ‘urf,
landasan atau dasar hukum °‘wurf# klasifikasi ‘wrf, syarat ‘wrf, kehujjahan ‘urf]

kedudukan ‘ur£, dan pembenturan © urf.

A. Jual Beli (Ba’)
1. Pengertian Jual Beli (ba 1)
Jual beli secara etimologi dari bahasa Arab al-ba’i, at-tijarah, al-

mubadalah artinga mengambil, memberikan sesuatu atau barter.”

2 Ismail Nawawi Uha, Figh Mu’amalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, (Jakarta: Dwiputra
Pustaka Jaya, 2010), 128.
21
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Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba’i adalah jual beli antara
benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.”

Jual beli (al-ba’i) secara terminologi berarti menjual, mengganti dan
menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”* Namun, terdapat beberapa

definisi jual beli yang dikemukakan ulama figh, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah

¥R g Je Ji Ju s

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.”

Selain itu, ulama Hanafiyah juga mendefisinikan jual beli adalah:

or g4 P R b oy 4 A7
et s 455 e i 8 el oo Bl

“Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara
tertentu yang bermanfaat.” >

Kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama
Hanafiyah mengartikan jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau
sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara
tertentu yang bermanfaat.?

b. Menurut ulama Malikiyah

Zpusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi hukum
FEkonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

* Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 168.

B M. Ali Hasan,, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003),
113.

*® Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 101.
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“Jual beli adalah akad mu’awadah (timbal balik) atas selain manfaat
dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

Selain itu, ulama Malikiyah juga mengartikan jual beli secara

khusus, yaitu:

< AP P R R B S P VI I TN E U PRSP & DR
\[jj,.mj.:.owj,f«b\w&iﬁgﬂyﬁ‘ﬁb@bﬁ&y}wwﬂ}

“Jual beli adalah akad mu’awadah (timbal balik) atas selain manfaat dan
bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah

satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan
utang.”?’

c¢. Menurut ulama Shafi’iyah

saig axalisl e il sty ¥ by JG U B 2l 153

z

“Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar
menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk
memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu
selamanya.””®

d. Menurut ulama Hanabilah

) 8l Je e i s B 5 JG JU B gk o ol aae

n
°
—n\

%

“Makna jual beli dalam syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta,
atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah
untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang.”*

Beberapa pendapat tentang pengertian jual beli di atas dapat

disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang

27 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), 175.
% Ibid, 175-176.
¥ Ibid, 176-177.
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dengan barang atau tukar-menukar sejumlah barang dengan sejumlah
nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan
menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).*
Hikmah disyariatkannya jual beli adalah setiap kebutuhan manusia
bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain, sedangkan orang itu

terkadang tidak rela untuk memberinya.’’

Oleh karenanya, agama
memberi peraturan yang sebaik baiknya dalam kegiatan muamalah,
dengan adanya aturan maka kehidupan manusia akan terjamin dengan
sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak
akan terjadi.’”

2. Landasan atau dasar hukum Jual Beli (ba )

Yang menjadi dasar hukum tentang disyariatkannya Jual Beli
(ba’i) dapat kita temukan baik dalam al-Qur’an, hadist, dan jjma’
a) al-Qur’an

Dalam surah al-Bagarah (2) ayat 275:

“..padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.... (al-Bagarah : 275)"%

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengharamkan riba.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkanya riba dalam Islam

30 Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 278.

3! Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram, jilid
2, terj. Muhammad Isnan. et al, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 306.

32 Sulaiman Rasjid, Figh..., 278.

3 Departemen Agama Republik Indonesia, a/-Qur’an dan Terjemahnya ..., 47.
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adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik modal dan
pekerja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh
tanggungjawab.>

Selain dalam surat Al-Baqarah, jual beli juga diatur dalam firman

Allah surat An-Nisa’ (4) ayat 29, yang berbunyi:

2. w Lo E_@ 2 s . Ao 2E, 38 3. ., o e gE
55 2555 oY Jladl eemils (S5l Blesb Vi,40E 2ol Gl
A Ao ogeg & A _8E. 2> o T o5 -
2 bea) 250 0F dl o) ;.K.M.é_n\ ks YWy ASCa ol e

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu. (an- Nisa’ : 29)"*

Firman Allah di atas menerangkan bahwa dilarangnya memakan
harta dari jalan yang batil. Carilah harta dari jalan perniagaan yang
berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika
ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari mana pun.

b) Hadith
Terdapat pula dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah -

2280 sebagaimana berikut ini:

3* Yusuf Al-Qardhawi, Bunga Bank Haram, terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Akbar Media
Eka Sarana, 2002), 52.
% Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan..., 83.
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"Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal
berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar

berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari
'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal
yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo,
peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi
orang-orang rumah bukan untuk dijual."*®

Berdasarkan hadist tersebut di atas, jual beli bertempo merupakan
salah satu dari tiga hal yang mempunyai barokah. Jadi dalam
melakukan jual beli bertempo tersebut justru akan mendapatkan
barokah.

Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan
dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bantuan atau barang milik

orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang

sesuai.’’

3% Imam Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Hadith Shohih Nomor 2280, (Lidwah Pustaka i-Software-
Kitab Sembilan Imam).
37 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.
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3. Rukun dan syarat Jual Beli (ba )

Penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terdapat perbedaan
pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama
Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu 7jab (ungkapan membeli dari
pembeli) dan gabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka
yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (rida/taradi) kedua
belah pihak untuk melakukan jual beli®® Zjab dan gabul merupakan
tindakan yang menunjukan pertukaran barang secara rida, baik dengan
ucapan maupun tindakan.*

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama (mayoritas ulama) ada
empat, yaitu:40

a. ba’i (penjual),

b. mushtari (pembeli),

c. sighat (ijab dan gabul) dan

d. ma’qud ‘alayh (benda atau barang).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur
(rukun) jual beli ada tiga, yaitu:*!

a. pihak-pihak,

b. objek dan

c. kesepakatan.

* Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.

3% Rachmat Syafe’i, Figh..., 75-76.

“ Ibid.

* Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum. .., 30.
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Ulama figh dalam menetapkan persyaratan jual beli, terdapat
perbedaaan antara lain sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berkaitan denga syarat jual beli, menetapkan
syarat sebagai berikut:*
1) Syarat terjadinya akad (/n igad)

Syarat terjadinya akad merupakan syarat yang telah ditetapkan
oleh syara’. Jika persyaratan tidak terpenuhi, jual beli batal. Ulama
Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

a) Syarat ‘agid (orang yang akad)
‘Agid dalam melakukan jual beli harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

(1) Berakal & mumayyizdan

(2) ‘Agid harus terbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan

seorang diri.
b) Syarat dalam akad
Syarat dalam akad hanya satu, yaitu harus sesuai dengan ijab
dan gabul Namun demikian, dalam jiab dan gabul terdapat tiga
syarat, di antaranya adalah:
(1) Ahli akad, seorang anak yang berakal dan mumayyiz.

(2) Qabulharus sesuai dengan 7jab.

2 Rachmat Syafe’i, Figh..., 76-80.
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(3) Jjab dan gabul harus bersatu, dalam artian harus berhubungan
walau berbeda tempat.
c) Tempat akad
Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara jjab dan
gabul. Hal tersebut berarti meskipun tidak satu tempat tidak
menjadi halangan untuk mengtahui kondisi barang yang
diakadkan.”
d) Ma’qud ‘alayh (benda atau barang)
Ma’qud ‘alayh (benda atau barang) harus memenuhi empat
syarat, yaitu:
(1) Ma’qud ‘alayh harus ada, akad tidak boleh dilakukan atas
barang yang tidak ada.
(2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai.
(3) Benda tersebut milik sendiri.
(4) Benda dapat diserahkan.
2) Syarat pelaksanaan akad (nafadh)
Saat pelaksanaan akad, syarat yang harus dipenuhi antara lain
sebagai berikut:
a) Benda milik agid atau berkuasa atas benda atau harta yang
diakadkan.

b) Benda tidak terdapat milik orang lain.

* Mardani, Hukum Ekonomi..., 177.
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3) Syarat sah akad
Syarat sah akad terbagi atas dua bagian, yaitu syarat umum dan
khusus antara lain:
a) Syarat umum
Syarat umum sah akad jual beli adalah syarat yang berhubungan
dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara’.
Syarat-syarat tersebut telah dijelaskan, selain itu harus terhindar
dari kecacatan jual beli, seperti: ketidak jelasan, penipuan,
keterpaksaan, kemadaratan, dan persyaratan yang merusak
lainnya.
b) Syarat khusus
Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang-
barang tertentu. Syarat tersebut adalah:
(1) Barang yang dijualbelikan harus dapat dipegang.
(2) Harga harus diketahui di awal.
(3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah.
(4) Telah terpenuhi syarat penerimaan.
(5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan.

(6) Barang yang dijualbelikan sudah menjadi tanggungjawabnya.
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Syarat /ujum (kemestian)
Syarat ini hanya ada satu syarat, yaitu akad jual beli harus terlepas
atau terbebas khiyar yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad

dan menyebabkan batalnya akad.**

a. Menurut ulama Malikiyah

Adapun syarat-syarat yang dikemukakan oleh Menurut ulama

Malikiyah yang berkenaan dengan ‘agid, sighat dan ma’qud ‘alayh

berjumlah sebelas syarat, antara lain:*

1)

2)

Syarat ‘agid

‘Agid adalah penjual dan pembeli. Ada tiga syarat dan satu syarat
tambahan untuk penjual, yaitu:
a) ‘Agidharus mumayyiz.
b) Keduanya merupakan pemilik barang yang dijadikan wakil.
¢) Keduanya dalam keadaan sukarela.
d) Penjual harus sadar dan dewasa.
Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam dalam membeli
hamba muslim atau mushaf’ Jual beli yang dilakukan orang buta juga
dipandang shahih.
Syarat dalam sighat

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam sighat ada dua, antara
lain:

a) Tempat akad harus satu.

* Rachmat Syafe’i, Figh..., 76-80.

* bid, 80-81.
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b) Pengucapan Zjabdan gabul
3) Syarat ma’qud ‘alayh
Adapun syarat-syarat ma’qud ‘alayh, adalah:
a) bukan barang yang dilarang oleh syara’,
b) harus suci,
¢) bermanfaat menurut pandangan syara’,
d) dapat diketahui oleh kedua orang yang akad,
e) dapat diserahkan.
b. Menurut ulama Shafi’iyah
Ulama Shafi’iyah mensyaratkan dua puluh dua syarat yang berkaitan
dengan agid, sighat dan ma’qud ‘alayh. Persyaratan tersebut adalah:*
1) Syarat agid
Syarat yang harus dipenuhi oleh agid dalam kegiatan jual beli,
adalah:
a) dewasa atau sadar,
b) tidak dipaksa atau tanpa hak,
c¢) Islam, dan
d) pembeli bukan musuh.
2) Syarat dalam sighat
Adapun syarat-syarat sighat saat jual beli, antara lain:
a) Berhadap-hadapan, prmbeli dan penjual harus menunjukan sighat

akadnya kepada orang lain yang sedang bertansaksi dengannya.

* Ibid, 81-83.
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b) Ditunjukan pada seluruh badan akad.

¢) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam 7jab.

d) Harus menyebutkan barang dan harga.

e) Ketika mengucapkan sighat harus disertai dengan niat.

f) Pengucapan fjab dan gabul harus sempurna.

g) ljab gabultidak terpisah.

h) Antara jjab dan gabultidak terpisah dengan pernyataan lain.

i) Tidak berubah lafaz.

j) Bersesuaian antara I]'a_b dan qa_bul secara sempurna.

k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan
akad.

1) Tidak dikaitkan dengan waktu.

3) Syarat ma’qud ‘alayh

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam ma’qud ‘alayh ada

lima, antara lain:

a) suci,

b) bermanfaat,

¢) dapat diserahkan,

d) barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain,

e) jelas dan diketahui oleh kedua orang yang berakad.
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c¢. Menurut ulama Hanabilah
Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas sebelas
syarat, baik dalam ‘agid, sighat dan ma’qud ‘alayh. Syarat-syarat
tersebut, yaitu:*’
1) Syarat ‘agid
‘Agid dalam melakukan kegiatan jual beli harus memenuhi dua
syarat, yaitu:
a) Dewasa, kecuali pada jual beli barang yang bernilai kecil.
b) Adanya keridaan, masing masing ‘agid harus saling meridai, tidak
ada unsur paksaan.
2) Syarat dalam sighat
Syarat yang harus dipenuhi dalam sighat kegiatan jual beli, adalah:
a) Berada di tempat yang sama.
b) Tidak terpisah antara jjab dan gabul.
¢) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.
3) Syarat ma’qud ‘alayh
Beberapa syarat yang harus dipenuhi ma’qud ‘alayh ada enam,
antara lain:
a) Ma’qud ‘alayhharus berupa harta.
b) Milik penjual secara sempurna.
c) Barang dapat diserahkan ketika akad.

d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.

" Ibid, 83-85.
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e) Harga diketahui oleh kedua pihak yang berakad.
f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

4. Bentuk-bentuk Jual Beli (ba’)

Bentuk jual-beli dari segi hukum menurut ulama Hanafiyah
dibentuk menjadi tiga, antara lain:*
a. Jual beli yang sahih
Jual beli yang dapat dikatakan sahih adalah jual beli yang telah
memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang bukan milik
orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi maka jual beli tersebut
sahih dan memikat kedua belah pihak. Contohnya seperti, seseorang
membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual belinya telah
terpenuhi. Barangnya juga telah diperiksa oleh pembeli, barang tidak
ada cacat atau rusak. Kemudian pembeli telah menyerahkan vang dan
barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.
b. Jual beli yang batil
Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batil apabila salah satu atau
seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang pada dasarnya
tidak disyariatkan. Maka jual beli tersebut batil. Jual beli batil dibagi
atas beberapa macam:
1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, ulama figh telah sepakat bahwa jual
beli barang yang tidak ada maka jual beli tersebut tidak sah.

Contohnya, menjual buah-buahan yang masih berkembang (mungkin

* Nasrun Haroen, Figh..., 121.
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masih bisa jadi buah atau bahkan tidak), atau menjual anak sapi yang
masih dalam perut ibunya.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka
jual beli itu tidak sah (batil). Contohnya, menjual barang yang hilang
atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang ada
mengandung unsur tipuan maka tidak sah (batil). Contonya barang
yang terlihat baik namun baliknya terlihat tidak baik.

4) Jual beli benda najis, hal tersebut hukumnya tidak sah. Seperti,
menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang
memabukan). Disebabkan karena benda-benda tersebut tidak
mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara’.

5) Jual beli al-‘urbun, merupakan jual beli yang bentuknya dilakukan
melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli, dapat
dikembalikan kepada penjual maka vang muka yang diberikan oleh
pembeli menjadi milik penjual. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual
beli itu terlarang atau tidak sah.

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak
boleh dimiliki seseorang, air yang disebutkan ini adalah air milik
bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut

Jumhur ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan.
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c. Jual beli yang fasid

Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fzsid dan jual beli batil,
menurut mereka jual beli terbagi atas dua macam, yaitu: jual beli sahih
dan jual beli batil. Sedangkan, ulama Hanafiyah membedakan antara jual
beli fasid dan jual beli batil. Menurut Imam Hanafi, muamalah yang
fasid pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah namun yang
rusak atau tidak sah adalah sifatnya.*

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli yang fasid, antara lain sebagai
berikut:

1) Jual beli al-majhul yaitu benda atau barangnya secara keseluruhan
belum diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat
menyeluruh. Namun apabila sifat ketidakjelasannya sedikit,
jualbelinya sah karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.

2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual
kepada pembeli: “Saya jual mobil saya ini kepada Anda bulan depan
setelah mendapat gaji”’, menurut Jumhur ulama jual seperti ini batal.
Menurut ulama hanafiyah jual beli ini dipandang sah setelah sampai
waktunya yang disyaratkan dan ditentukan telah berakhir.

3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli
berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli, ulama

Hanafiyah memperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-sifatnya

* M. Ali Hasan, Berbagai Macam..., 132-133.
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disebutkan dengan syarat sifat-sifatnya tersebut tidak berubah sampai
barang itu diserahkan.

4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta, jual beli tersebut hukumnya
sah, apabila orang buta tersebut memiliki hak &Aiyar:

5) Barter barang dengan barang yang diharamkan, seperti menjadikan
barang-barang yang diharamkan sebagai harta.

6) Jual beli al-ajl, contoh jual beli seperti ini adalah seseorang menjual
barangnya senilai Rp 100.000,- dengan pembayaran ditunda selama
satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik
barang membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah
misalnya Rp 75.000,- sehingga penjual tetap berhutang kepada
pemilik barang sebesar Rp 25.000,-.

7) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamr, apabila penjual anggur
tersebut mengetahui hal tersebut, maka hukumnya para ulama
berbeda pendapat. Menurut ulama Shafi 7 menganggap jual beli itu
sah, tetapi hukumnya makruh. Mazhab Maliki dan Hanbali
menganggap jual beli tersebut batil.

8) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ucapan pedagang: “Jika
kontan harganya Rp 1.200.000,- dan jika berhutang harganya
Rp 1.250.000,-, jual beli ini dinyatakan fasid.

9) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya,

contohnya menjual tanduk kerbau yang diambil dari kerbau yang
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masih hidup. Menurut Jumhur ulama hukumnya tidak sah. Menurut
Ulama Hanafiyah hukumnya fasid.

10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matang
panennya, menurut ulama Hanafiyah jika buah-buahan itu telah ada
di pohonnya tatapi belum layak untuk dipanen maka apabila pembeli
disyaratkan untuk memanen buah-buahnya maka jual beli itu sah.
Apabila disyaratkan buah-buahan itu dibiarkan sampai matang maka

jual belinya fasid karena tidak sesuai dengan tuntutan akad.

2. Hutang piutang (Qard)
1. Pengertian Hutang Piutang ( Qard)

Hutang piutang (gard) adalah bentuk masdar dari kata garada —
yaqridu — gardan, yang artinya memotong.”’ Kata tersebut merupakan
sinonim dari kata gafa’a yang artinya memotong. Diartikan demikian
karena orang yang memberikan hutang, memotong sebagian dari hartanya
untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (mugqgtarid).

Sayid Sabiq memberikan definisi hutang piutang adalah harta yang
diberikan pemberi hutang (mugrid) kepada penerima hutang (muqtarid)
untuk kemudian dikembalikan kepadanya (mugrid) seperti yang

diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.’’

0 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, 337.
! Achmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013) ..., 273.
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Dari definisi tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang
dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada
seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Pegertian “sesuatu” dari definisi yang diungkapkan di atas, tentunya
mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa
dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena
pemakaiannya.

. Landasan atau Dasar Hukum Hutang Piutang (Qard)

Sebagaimana diketahui, bahwa hutang piutang (gard) merupakan
salah satu bentuk transaksi bermuamalah. Dalam hutang piutang (gard)
terdapat unsur saling tolong-menolong antar sesama, yang kaya menolong
yang miskin, yang mempunyai kelebihan memberi pertolongan kepada
yang kekurangan, yang tidak membutuhkan memberi bantuan kepada
yang membutuhkan, dan sebagainya.

Dasar hukum dari hutang piutang (gard) dapat kita temukan dalam al-
Qur’an, hadith, dan y'mg ’

a) al-Qur’an

Dalam surah al-Bagarah (2) ayat 245:

“Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang lebih
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banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan
kepada-Nya lah kamu dikembalikan. (al-Baqarah : 245)">

Ayat diatas menggambarkan bahwasanya Allah SWT mendorong
agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama
menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT, dan kemudian akan
diganti dengan balasan yang berlipat ganda kebaikannya. Selain itu,

dasar hutang piutang juga terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282.
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya...(al-Bagarah : 282)">

Perintah ayat di atas berhubungan dengan pencatatan akan
hutang piutang, baik tentang jumlah hutang, maupun waktu
pelunasannya. Selain hal tersebut pada ayat ini juga menjelaskan

tentang perlunya saksi-saksi dalam hutang piutang.

32 Departemen Agama Republik Indonesia, a/-Qur’an dan Terjemahnya ..., 39.

3 1bid., 49.
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b) Hadith
Terdapat pula dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu

Majah sebagaimana berikut ini:
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“Dari Anas bahwasannya Rasulullah saw bersabda: ketika di
isra’kan kulihat tulisan di pintu surga “sedekah itu dilipat
gandakan sepuluh kali, sedangkan hutang dilipat gandakan dua
belas kali lipat”. Aku bertanya, “wahai Jibril, mengapa hutang itu
lebih mulia daripada sedekah”, Jibril menjawab, karena orang yang
meminta itu meminta dari sisinya, sedangkan orang yang
berhutang tidak berhutang kecuali atas dasar kebutuhan”. (HR.
Ibnu Majah).>*

Berdasarkan hadith tersebut di atas, memberikan hutang
kepada orang yang membutuhkan bahkan kedudukannya lebih
mulia dari pada bersedekah.

c) Ijma’
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“Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW. telah bersabda, ‘Barang
siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari
kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari
kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi
kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat, dan barang siapa
menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi

> Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, e-book, Sunan Ibnu Majah, Kitab tentang Qirad.
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(aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong
hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.”

Kaum muslimin sepakat bahwa hutang piutang (gard)
diperbolehkan dalam Islam. Hukum hutang piutang (gard) adalah
dianjurkan (mandhub) bagi mugrid dan mubah bagi mugtarid’”
berdasarkan hadith di atas. Dasar hukum hutang piutang salah
satunya juga terdapat dalam hadith Nabi Muhammad yang
diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

Lled U oot e s J8 oy e 1 o 20 01 o500 1 2

55 GBILS OS5
“Dari Ibnu Mas’ud, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda:
‘Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang

muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu
(berkedudukan) seperti sedekah sekali.”*®

Dari beberapa dalil di atas, dapat diketahui bahwa dianjurkan
kepada seorang muslim untuk saling tolong menolong,
diantaranya adalah dengan memberikan pinjaman kepada mereka
yang membutuhkan agar dapat keluar dari segala kesusahan dan
masalah yang dihdapinya.

3. Rukun dan Syarat Hutang Pitang ( Qard)
Dalam hutang piutang, terdapat pula rukun dan syarat seperti akad
yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat gard sendiri ada

tiga, yakni :

> Rachmad Syafei’i, Figih Muamalah: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia,
1999), 152.

%% Faishal bin Abdul Aziz Ali mubarok, Narlul Authar, diterjemahkan oleh A. Qadir Hassan dkk,
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.), 1779.
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‘Agid yaitu mugrid (pemberi hutang) dan mugtarid (penerima
hutang).

Ma’qud alayh yaitu barang yang dihutangkan.

Sighat al-‘agd yaitu ungkapan 7jab dan gabul, atau suatu persetujuan
antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

Dengan demikian, maka dalam hutang piutang dianggap telah terjadi

apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat dari hutang piutang itu

sendiri. Rukun sendiri ialah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan

syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat

yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah:

a)

‘Agid

Orang yang memberi hutang (mugrid) dan menerima hutang
(mugtarid) dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang
menjalankan praktik hutang piutang adalah mereka berdua, untuk itu
diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan
perbuatan hukum.

Oleh karena itu, hutang piutang tidak sah apabila dilakukan
anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi’iyah
memberikan persyaratan untuk mugrid, yakni ahliyah atau kecakapan
untuk melakukan ‘fabarru’ dan mukhtar (memiliki pilihan).
Sedangkan untuk mugtarid disyaratkan harus memiliki ahl/iyah atau
kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan

tidak mahjur alayh.
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Ma’qud alayh

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi’iyah,
dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam hutang piutang (gard)
sama dengan objek dalam salam, baik berupa barang-barang yang
ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun gimiyat
(barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti
hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau
dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual
beli, boleh pula dijadikan objek akad hutang piutang (gard).””’
Sighat al-‘agd

Yang dimaksud dengan Sighat al-‘agd adalah rjab dan gabul.
Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa 7jab dan gabul itu sah
dengan lafaz utang dan dengan semua lafad yang menunjukkan
maknanya, seperti kata, “Aku memberimu utang,” atau “Aku
mengutangimu”. Demikian pula gabul sah dengan semua lafaz yang
menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku

menerima,” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.”®

7 Achmad Wardi Muslich, Figh Muamalat ..., 278.
% Mardani, Figh Ekonomi Syariah; Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,

2012), 335.
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3. ‘U
1. Pengertian ‘Urt

Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘arafa- ya’rifu (—_oe-—_m)
sering diartikan dengan al-ma’ruf (<s_=<l) dengan arti “sesuatu yang
dikenal”, atau berarti yang baik kalau dikatakan sl o e 348 (si fulan
lebih dari yang lain dari segi ‘urfnya), maksudnya bahwa seseorang lebih
dikenal dibandingkan dengan yang lain.*’

Sedangkan kata ‘urf secara tertimologi, mengandung makna sesuatu
yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal
muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/ tetap dalam diri-diri
mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal
sehat.®

Kata ‘urf'dalam pengertian tertimologi sama dengan istilah a/-‘adah

(kebiasaan), yaitu:61

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diteima
oleh akal yang sehat dan watak yang benar”.

Kata al-‘Adah disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-
ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.
Abdul Karim Zaidah mendefinsikan ‘urf” sebagai sesuatu yang tidak

asing lagi bagi suatu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan

* Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2 Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008), 410.

0 A. Basiq Djalil, Zimu Ushul Figh 1 & 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

6! Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah , 2014) ..., 209.
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menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau
perkataan.®

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ‘urf adalah apa-apa yang telah
dibiasakan oleh masyarakat dan dijadikan terus menerus baik berupa
perkataan maupun perbuatan.®

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ‘urfterdiri dari dua
bentuk yaitu, ‘urfal-qauli (kebiasaan dalam bentuk perkataan), dan ‘urf al-
11°li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).64 ‘Urf al-qauli misalnya kalimat
“engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam
Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan ‘urf a/-fi’li yaitu seperti

transaksi jual-beli barang kebutuhan hari-hari di pasar, tanpa

mengucapkan lafal 7jab dan qabul yang disebut jual-beli mu’athah ( p

oLbU.\)_

Dari bebrapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang
dikenal masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan
yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Sehingga tidak
menimbulkan penafsiran lain di kalangan mereka mengenai kebiasaan

atau tradisi tersebut.

%2 Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

5 Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, Ushul Figh; Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam,
(Surabaya: CV. Citra Media, 1997), 146.

% Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2011) ..., 209.
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Para ulama ushul figh membedakan adat dan ‘urf’sebagai salah satu
dalil untuk menetapkan hukum syara’ Menurut mereka ‘urf adalah
kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang
kali tanpa adanya hubungan rasional. °

2. Landasan atau Dasar Hukum ‘Urf

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan ‘urf'adalah

sebagai berikut:

a) al-Qur’an yaitu dalam surah al-A’raf (7) ayat 199.

> =0

Sy, ‘/,“ - s, 9‘// S ed ’;E/ U2 - .}.
Q%Q\'Jéﬁ-;"a;‘u@f‘ﬁgfﬂﬁf‘) b s

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma'ruf; serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(al-
A’raf (7) ayat 199).%

Melalui ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin
untuk mengerjakan yang maruf Sedangkan yang disebut ma'rufialah
yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan
berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang

benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.®’

Dalil al-Qur’an lainnya yaitu dalam surah al-Hajj (22): 78:

T o ol 3 2e ez G

55 Nasrun Haroen, Ushul Figh I, (Jakarta: Logos, 1996) ..., 138.
% Departemen Agama Republik Indonesia, a/-Qur’an dan Terjemahnya ..., 176.
57 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh ..., 212.
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“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyulitkan
hamba-Nya dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada
hamba-Nya baik di dalam ibadah maupun dalam bermuamalah.

b) Hadith

Adapun dalil sunah yang menunjukkan kehujjahan ‘urf adalah

sebagai berikut: Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Rasulullah saw.

bersabda:
fos Al Die 335 B0 SRLL STLG fes Al De 545 Uas SR 3T LS

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi
Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi
Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi
ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik
yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan
kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan
dan kesempatan dalam kehidupan sehari-hari.”

¢) Kaidah Fighiyah

Kaidah yang berkaitan dengan ‘urfantara lain:

HtER A

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

% Departemen Agama Republik Indonesia, a/-Qur’an dan Terjemahnya ..., 341.
% Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh ..., 212.
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“Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan apa yang
ditetapkan melalui nash”.”

Ketetapan-ketetapan yang didasarkan pada kebiasaan diberlakukan
seperti ditetapkan oleh nas. Misalnya kebiasaan dalam perceraian
sepasang suami istri, anak diasuh oleh ibunya, sedangkan biaya
pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya.

3. Klasifikasi ‘Urf

Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam ‘urf'yang
terbentuk. Oleh karena itu ‘urfperlu diklasifikasikan ke dalam beberapa
kelompok agar lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, para ulama
membagi ‘urfmenjadi tiga macam:

a) Dari Segi Obyeknya
Dari segi ini ‘urf dapat diklasifikasikan menjadi dua macam,
yaitu:

1) al-‘Urf qauli (4$ —<2)) adalah kebiasaan masyarakat dalam
penggunaan kata-kata atau ucapan.”' Sehingga makna ungkapan
itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
Misalnnya, ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang
ada. Apabila seorang penjual daging, sedangkan penjual daging
itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan

“saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung

" Abdul Waid, Kumpulan Kaidah Ushul Figh Terlengkap dan Up to Date ...,155.
" Amir Syarifuddin, Ushul Figh ..., 413.
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mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat
mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

2) al-‘Urf fi’'li (=% <+ ) adalah kebiasaan masyarakat yang
berkaitan dengan perbuatan.”” Perbuatan biasa adalah perbuatan
masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait
dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat
memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

b) Ditinjau dari Segi Cakupannya

1) al-Urf al-‘am (¢2) <,2ll) adalah kebiasaan yang telah umum
berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru duia, tanpa
memandang negara, bangsa dan agama.” Misalnya,
menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan
kepala tanda menolak.

2) al-‘Urf al-khas (0=\2) < ,2ll) adalah kebiasaan yang berlaku di
daerah dan masyarakat tertentu.”® Misalnya, orang Sunda
menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan
tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang Jawa
menggunakan kata “paman’ itu untuk adik dan untuk kakak dari

ayah.

2 Nasrun Haroen, Ushul Figh I.., 140.
3 Amir Syarifuddin, Ushul Figh ..., 415.
™ Nasrun Haroen, Ushul Figh I..., 141.



52

c) Ditinjau dari Segi Keabsahannya

1) al-‘Urf al-sahih (za>~<) < 2ll) adalah sesuatu yang baik yang
menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai
menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.”” Misalnya,
memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

2) al-‘Urf al-fasid (=4 < 2l)) adalah kebiasaan yang berlaku
disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun
bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan
santun.’® Misalnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa.

4. Syarat ‘Urf
Para ulama’ usul fikih menetapkan beberapa persyaratan untuk
menerima ‘urf sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak.
Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a) ‘Urfitu harus termasuk ‘urf'yang sahih dalam arti tidak bertentangan
dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan

di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri

atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti

ini dapt dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik
harta itu sendiri.
b) ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi

kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

75 Qatria Effendi dan M. Zein, Ushul Figh ...,154.
76 Amir Syarifuddin, Ushul Figh ..., 416.
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c) ‘Urf harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan
dilandaskan kepada ‘urf’itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan
hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu
itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada
persyaratan punya ijasah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf
itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu,
bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemdian
setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijasah.”’

5. Kehujjahan ‘Urf

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan a/- ‘urf al- sahih
sebagai salah satu dalil syara’. Baik yang menyangkut a/- ‘urf al-‘am dan
al-‘urt al-khas, maupun yang berkaitan dengan al-‘urf gauli dan al-‘urf
fi’li, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’ Akan
tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan dari segi intensitas
penggunaannya sebagai dalil.

Menurut ulama Hanafiyah, a/- ‘urf al- sahih yang bersifat umum dan
bersifat konstan (al- ‘urf al- sahih al-‘am al-muntharid) bukan saja menjadi
dalil syara’, tetapi juga dapat mengesampingkan hukum yang didasarkan
atas kias dan dan dapat pula melakukan takhsis dan syara’lainnya.

Adapun ‘wrf yang bersifat khusus hanya dapat mengesampingkan
pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap

nas yang zanni saja. la tidak dapat mengesampingkan nash syara’ dan

7 Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Figh, ..., 156-157.
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ketentuan kias, serta tidak dapat melakukan takhsis athar (yang berlaku di
kalangan sahabat). Sementara itu, a/-‘urf al-fasid ( ‘urf'yang salah) sama
sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan ditolak. ™®

Apabila manusia telah saling mengerti mengenai akad-akad yang
rusak, seperti akad riba atau akad gharar, maka dalam hal ini ‘urftidak
berpengaruh untuk membolehkan akad ini.

‘Urf al-fasid dapat diakui jika hal itu termasuk darurat atau
kebutuhan mereka, maka hal itu diperbolehkan. Karena darurat
memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan dan jika bukan termasuk
darurat maka bukan termasuk kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan
batalnya akad tersebut, dan berdasarkan ini ‘urftidak diakui.

6. Kedudukan ‘Urf

Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah
satu bentuk 7stihsan itu adalah istihsan al-‘urf (istihsan yang menyandar
pada ‘urf). Oleh ulama Hanafiyah, ‘urfitu didahulukan atas giyas khafi
dan juga didahulukan atas nas yang umum.

Begitu juga dengan ulama Malikiyah yang menjadikan ‘urf sebagai
dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad.”

Sedangkan Imam al-Shafi’i ketika sudah berada di Mesir, mengubah
sebagian pendapatnya tentang hukum yang dikeluarkannya ketika beliau
berada di Baghdad. Perubahan tersebut disebabkan karena perbedaan ‘urf.

Oleh karena itu beliau mempunyai dua mazhab yaitu kaul kadim dan kaul

® Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2005), 214.
" Amir Syarifuddin, Ushul Figh, ..., 423.
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jadid. Kaul Kadim adalah pendapat Imam al-Shafi’i yang lama yaitu
ketika beliau berada di Baghdad. Sedangkan kaul Jadid adalah pendapat
beliau ketika berada di Mesir.

Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urfdalam hal-hal yang tidak
menentukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam

penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut: *
A ) forss 3l Y5« 4 BeoVg Ulls 25 asgs B
“Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada
ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah
kepada ‘urf.”
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘urf dapat digunakan
sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama
atas ‘wrfitu bukanlah karena ia bernama ‘urf. Menurut penyelidikan ‘urf’

bukan merupakan dalil karena ada sandarannya, baik dalam bentuk ijmak

maupun dalam bentuk maslahat.

. Pembenturan ‘Urf

‘Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak semuanya
sejalan dengan nas dan dalil-dalil syara’ lainnya. ‘Urf yang berlaku di
tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nas dan
adakalanya bertentangan dengan dalil syara’ lainnya. Terkait dengan

permasalahan tersebut, ulama memberikan rincian sebagai berikut:

8 Ibid.
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Pembenturan ‘urfdengan dalil Syara’

Apabila pembenturan ‘urf dengan dalil syara’ itu tidak
berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan ‘urf” Misalnya,
jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi
ternyata kemudian ia memakan ikan, maka ditetapkanlah bahwa ia
tidak melanggar sumpah. Menutut ‘7 ikan itu tidak termasuk
daging, sedangkan menurut syara’ikan itu termasuk daging.

Sedangkan apabila terjadi pembenturan ‘urf dengan dalil syara’
dalam hal yang berkaitan dengan hukum, maka didahulukan syara’
atas ‘urf Misalnya, ‘urfdalam mengadopsi anak. Anak yang diadopsi
tersebut statusnya sama disamakan dengan anak kandung, sehingga
apabila ayahnya meninggal dunia anak tersebut mendapatkan warisan
seperti anak kandung. Dalam pandangan syara’, anak angkat tidak
termasuk ahli waris, ia hanya berhak memperoleh wasiyat al-wajibah
(tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris). Dengan demikian,
ketentuan syara’ yang didahulukan.

Pembenturan ‘Urfdengan Penggunaan Kata dalam Pengertian Bahasa

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut gadhr Husein
hakikat beramal dengan bahasa terletak pada penggunaan bahasa.
Dengan demikian apabila terjadi perbenturan antara ‘urf” dengan
pengertian bahasa, maka didahulukan pengertian bahasa daripada

3

urf’
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Sementara itu, al-Baghawi berpendapat bahwa apabila terjadi
pembenturan ‘urf'dengan pengertian bahasa, maka didahulukan ‘urf
Karena ‘urf dijadikan hukum dalam segala tindakan apalagi dalam
sumpah. Sedangkan al-Rafi’i berpendapat dalam masalah talak, jika
arti adat dan bahasa terdapat kesamaan, maka keduannya
dilaksanakan, dan jika berbeda maka ia cenderung kepada pengertian
bahasa.

Pembenturan ‘Urfdengan Umum Nash Yang Pembenturannya Tidak
Menyeluruh

Dalam hal ini ada dua pendapat, menurut ulama Hanafiyah ‘urf’
digunakan untuk men-zakhsis umum nash. Umpanya dalam al-Qur’an
dijelaskan bahwa masa menyusukan anak, yang sempurna adalah
selama dua tahun penuh. Namun menurut adat bangsawan Arab,
anak-anak disusukan orang lain dengan mengubahnya. Adat atau ‘urf
ini digunakan untuk men-zakhsis umum ayat tersebut. Jadi, bagsawan
yang biasa mengupahkan untuk penyusunan anaknya, tidak perlu
menyusukan anak itu selama dua tahun penuh.

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, yang dikuatkan untuk men-
takhsis nash yang umum hanyalah ‘urf gauli dan ‘urf fi’li. Contoh
yang menunjukkan perbenturan antara ‘urfdengan nash yang umum
adalah akad jual bel salam (pesanan/inden). Umum nash melarang
memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada di tangan sewaktu

berlangsung akad jual beli. Karena itu, umum nash tersebut melarang
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jula beli salam yang sewaktu akad berlangsung tidak ada barangnya.
Namun karena jual beli dalam bentuk salam ini telah menjadi ‘urf
yang umum berlaku di mana saja, maka dalam hal ini, ‘urftersebut
dikuatkan, sehingga dalam umum nash yang melarang itu diberikan
batasan, yaitu: “kecuali pada jual beli salam”.

Pembenturan ‘Urfdengan Qiyas

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan ‘urf atas
giyas, karena dalil untuk menggunakan ‘wrfitu adalah kebutuhan dan
hajat orang banyak, sehingga ia harus dahulukan atas gryas.

Ibnu al-Humam menempatkan ‘urf itu sebagai 7ijma’ bila tidak
menemukan nash. Oleh karena itu, bila ia berbenturan dengan giyas.,
maka harus didahulukan ‘urt

Ulama Hanafiyah yang mengamalkan 7stihsan yang dalam
istihsan tersebut, jug termasuk ‘wrf itu sendir, maka dengan
sendirinya, ia mengamalkan dan mendahulukan ‘urf atas giyas bila
terdapat perbenturan di antara keduanya.

Misalnya, jual beli lebah dan ulat sutra. Imam Abu Hanifah
pada awalnya mengharamkan jual beli ini dengan menggunakan dalil
giyas. Namun, kedua serangga tersebut bermanfaat dan orang-orang

telah terbiasa untuk memeliharanya (sehingga menjadi ‘urfj. Atas
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dasar ini muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan al- Shaybani

membolehkan jual beli lebah dan ulat sutera tersebut.®’

8 1bid., 420.



BAB III
TRADISI HUTANG PUPUK DIBAY AR DENGAN UANG

PRESPEKTIF MASYARAKAT DESA LAJUKIDUL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis
Desa Laju Kidul adalah sebuah desa yang terletak di wilayah
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban dengan luas wilayah 395.908
Hektar. Secara topografi, ketinggian Desa Laju Kidul adalah berupa dataran
sedang yaitu sekitar 56 meter di atas permukaan air laut. Jarak tempuh Desa
Laju Kidul dengan Kecamatan Singgahan yaitu 5 Km dan jarak ke Ibu Kota
Kabupaten/kota 48 Kilometer.™
Desa Laju Kidul jika dilihat dari segi geografis daerah, dibatasi oleh:
a) Sebelah Utara : Desa Lajo Lor
b) Sebelah Barat : Desa Kedung Mulyo
c) Sebelah Selatan : Desa Sendang
d) Sebelah Timur : Desa Tanggir
2. Keadaan Penduduk
Penduduk Desa Laju Kidul adalah warga negara Indonesia yang
berasal dari pulau Jawa. Data terakhir mencatat jumlah penduduk di Desa

Laju Kidul adalah terdiri dari 1.527 KK (Kartu Keluarga), dengan jumlah

%2 Tim Penyusun Rpjmdes Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (Rpjmdes) Tahun 2013-2018, 13.
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total 4.668 jiwa, dengan rincian 2.275 laki-laki dan 2.393 perempuan,

sebagaimana berikut:
Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia®*

No Usia Jumlah Prosentase
1 0-5 168 jiwa 16,16%
2 6-10 182 jiwa 14,97%
3 11-15 442 jiwa 5,10%
4 16-20 351 jiwa 6,36%
5 21-25 407 jiwa 9,42 %
6 26-30 468 jiwa 9,52 %
7 31-35 453 jiwa 5,12 %
8 36-40 475 jiwa 5,19 %
9 41-45 478 jiwa 5,59 %
10 46-50 442 jiwa 6,48 %
11 51-55 476 jiwa 6,26 %
12 56-60 122 jiwa 4,86 %
13 > 60 198 jiwa 4,98 %

Jumlah Total 4.668 jiwa 100 %

¥ 1bid., 12.
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Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Laju Kidul Rp.
1.200.000,- Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Laju
Kidul dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu, pertanian, jasa/
perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah

penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 2
Mata Pencaharian dan Jumlahnya™
No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase
1 | Pertanian 2632 jiwa 30,4 %
2 | Jasa/ Perdagangan
1. Jasa Pemerintahan 10 jiwa 5,8 %
2. Jasa Perdagangan 417 jiwa 2,4 %
3. Jasa Angkutan 20 jiwa 0,5 %
4. Jasa Ketrampilan 8 jiwa 0,6 %
5. Jasa Lainnya 65 jiwa 0,4 %
3 | Sektor Industri 65 jiwa 1,8 %
4 | Sektor Lain 605 jiwa 58,1 %
Jumlah 3.822 jiwa 100 %

Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan SDM
(Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang
pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi
maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada
gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan

lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam

¥ 1bid., 19.



pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Berikut ini adalah tabel

prosentase tingkat pendidikan masyarakat di Desa Laju Kidul.
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Tabel 5
Tamatan Sekolah Masyarakat™
No Keterangan Jumlah Prosentase
1 | Buta huruf usia 10 tahun ke atas 160 jiwa 6 %
2 | Pra sekolah 797 jiwa 10,3 %
3 | Tidak Lulus Sekolah Dasar (SD) 173 jiwa 22.4 %
4 | Lulusan Sekolah Dasar (SD) 1884 jiwa 27,5 %
5 | Lulusan Sekolah Menengah | 868 jiwa 9,3%
Pertama (SMP)
6 | Lulusan Sekolah Menengah | 574 jiwa 15,2 %
Atas (SMA)
7 | Lulusan  Perguruan  Tinggi/ 97 jiwa 9,3 %
Akademi
Jumlah Total 4.668 jiwa 100 %

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Penyebaran agama di Desa Laju Kidul berkultur Islam murni yaitu
sebesar 4.668 jiwa yang memeluk agama Islam. Masyarakat Desa Laju
Kidul juga mempunyai perhatian yang besar terhadap agama. Banyak
ditemukan lembaga pendidikan Islam yang formal maupan non formal
seperti Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah
(MADIN).

Masyarakat Desa Laju Kidul mempunyai banyak kegiatan keagamaan

diantaranya Yasinan rutin ibu-ibu Muslimat NU dan Fatayat NU, Tahlilan

8 1bid., 14-15.
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rutin bapak-bapak yang dilakukan pada setiap malam senin /Jegi.
Istighatshah rutin remaja putra dan Jama ah Diba’iyah remaja putri.
Tahlilan juga dilakukan jika ada yang meninggal dunia atau pada
acara tertentu, seperti Walimatul ‘Arush, Walimatul Hamli atau Walimatul
Khitan. Masyarakat Desa Laju Kidul juga mengadakan perayaan pada
peringatan hari-hari besar Islam seperti tahun baru Hijriyah, menyambut

bulan suci Ramadhan, Maulid Nabi dan /sra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw.

B. Tradisi Hutang Pupuk Dibayar Dengan Uang Prespektif Masyarakat Laju Kidul
Hutang piutang pupuk merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak
lama dan sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul.
Selain melakukan wawancara penulis juga melakukan observasi terhadap
transaksi hutang pupuk urea dibayar dengan wuang, untuk mengetahui
bagaimana praktik hutang pupuk urea dibayar dengan uang yang sesungguhnya.
Adapun hasil dari wawancara dan observasi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sejarah Hutang Pupuk Dibayar dengan Uang
Hutang pupuk urea dibayar dengan uang telah berlangsung lama di
kalangan masyarakat Desa Laju Kidul. Namun tidak diketahui secara pasti
sejak kapan munculnya hutang pupuk wurea dibayar dengan uang.
Kebanyakan masyarakat mengikuti tradisi tanpa mengetahi latar belakang
sejarahnya. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada piutang,

hutang piutang pupuk urea yang dibayar dengan uang yang terjadi di Desa
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Laju Kidul mulai ada sejak tahun 1990-an dan masih berlangsung hingga
saat ini.*

Pada zaman dahulu petani susah mencari pupuk urea yang akan
mereka gunakan untuk ngemes (memupuk) sawah mereka, karena langka
dan mahalnya pupuk urea. Hal itulah yang melatarbelakangi adanya tradisi
hutang piutang pupuk urea yang dibayar dengan uang. Tradisi hutang
piutang yang berawal dari para petani dan sudah menjadi kebiasaan
masyarakat Desa Laju Kidul yang bahkan tidak berprofesi sebagai petani.
Entah siapa yang memulai tradisi tersebut sehingga menjadi tradisi sampai
saat ini.

2. Sebab-sebab Hutang Pupuk Urea Dibayar dengan Uang

Telah dijelaskan di atas bahwa tingkat pendapatan rata-rata
penduduk Desa Laju Kidul Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus) per bulan.
Sedangkan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, mereka tidak cukup
hanya dengan mengeluarkan wuang dari penghasilannya. Mereka
membutuhkan bantuan orang lain, salah satunya yaitu dengan melakukan
transaksi hutang pupuk urea dibayar dengan uang.

Saat ini sebab-sebab orang melakukan hutang pupuk urea dibayar
dengan uang beragam. Orang-orang yang melakukan transaksi hutang
pupuk urea dibayar dengan uang secara umum adalah masyarakat Desa Laju

Kidul yang memiliki kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.

% Dainan, Wawancara, Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, 26 Desember 2015.
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Akan tetapi, tidak semua kebutuhan akan mendapat hutang berupa pupuk
urea dengan jumlah yang sama, piutang membedakan kriteria kebutuhan
orang-orang yang berhutang tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat
dikelompokan kepada 3 (tiga) jenis kebutuhan, yaitu sebagai berikut :

a. Kebutuhan Keluarga Sehari-hari

Kelompok ini melakukan transaksi hutang pupuk urea dibayar
dengan uang, yang mana pupuk urea yang mereka dapatkan dari piutang
mereka menjual pupuk ke petani yang membutuhkan, dikarenakan
sulitnya mencari hutang hal tesebut untuk memenuhi kebutuhan pokok
mereka yang di rasa masih kurang. Dengan transaksi ini, beban mereka
akan berkurang.

Dalam hal ini penerima hutang mendapatkan pupuk urea dari
piutang (Pak Dainan) dengan berat 100 (seratus) kilogram atau 2 (dua)
karung pupuk urea. Seperti Ibu Sri yang berhutang pupuk urea dan
menjual kembali pupuk tersebut ke Bapak Masruh, hal tersebut Ibu Sri
lakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok pada waktu beliau belum
mendapat kiriman uang dari suaminya yang kerja di luar kota, dan Ibu
Sri baru bisa mengembalikan hutangnya setelah jangka waktu 4 (empat)

bulan.®’

%7 Sri, Wawancara, Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, 28 Desember 2015.



66

b. Kebutuhan Biaya Pendidikan (Sekolah) pada Tahun Ajaran Baru

Kelompok ini melakukan transaksi hutang pupuk urea dibayar
dengan uang karena belum mempunyai biaya yang cukup untuk
pendidikan putra-putrinya tidak sampai ketinggalan dalam bidang
pendidikan. Mereka mempunyai pandangan bahwa pada zaman sekarang
dan kelak, pendidikan dan ilmu pengetahuan pasti dibutuhkan, oleh
karena itu mereka berusaha keras agar generasi penerus mereka bisa
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, penerima hutang mendapatkan pupuk urea dari
piutang (Pak Dainan) dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram
atau 3 (tiga) karung pupuk urea. Seperti Ibu wiji yang berhutang pupuk
urea dan menjual kembali pupuk tersebut ke Bapak Sahlan, yang pada
bulan mei tahun 2015 mendaftarkan putranya di SMPN Negeri
Singgahan.*®

c. Kebutuhan untuk Sawah

Kelompok ini melakukan transaksi hutang pupuk urea dibayar
dengan uang yang digunakan untuk pemupukan tanaman padi, pupuk
urea dari transaksi hutang piutang tersebut juga mereka jual kembali.
Uang hasil penjualan dari pupuk urea tersebut dapat mereka gunakan
untuk biaya menanam maupun memanen padi. Menanam maupun

memanen padi memerlukan biaya yang cukup besar. Ketika menanam

% Wiji, Wawancara, Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, 28 Desember 2015.
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padi, petani tidak hanya membutuhkan biaya untuk mengupah tenaga
kerja, seperti: biaya tandur (menanam padi) dan matun (mencabut
benalu-benalu yang menghambat pertumbuhan padi, seperti mencabut
rumput liar ataupun tanaman liar lainnya). Petani juga membutuhkan
biaya-biaya pokok yang lain, seperti: biaya membajak sawah dan biaya
untuk membeli bibit padi. Petani juga membutuhkan biaya tambahan
untuk membeli plastik (plastik tersebut digunakan untuk memagari
tanaman, yaitu plastik putih bening berukuran 60 cm x 50 m atau 70 cm
x 50 m dengan ketebalan 0.5 mm atau 0.8 mm) dan racun tikus untuk
melindungi padi dari serangan hama tikus.

Begitu pula ketika menanam padi, petani juga membutuhkan
banyak biaya. Petani memerlukan biaya untuk mengupah jasa para
pekerja. Diantaranya adalah biaya ngerit pari (memotong padi), biaya
nglumpokno pari (mengumpulkan padi-padi yang sudah dipotong ke tepi
sawah), biaya milihi pari (memisahkan tanaman padi yang keluar dari
mesin penggiling padi dengan biji padi), dan biaya untuk menyewa
perontok (mesin penggiling padi, mesin ini memisahkan biji padi dari
batang dan tanaman padi).

Dalam hal ini penerima hutang mendapatkan pupuk urea dari
piutang (Pak Dainan) 7 (Tujuh) sampai 10 (Sepuluh) karung pupuk urea.
Seperti Bapak Basit yang mendapatkan hutang pupuk urea seberat 350

(Tiga Ratus Lima Puluh) Kilogram atau 7 (Tujuh) karung pupuk urea.
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Pupuk urea tersebut digunakan untuk ngemes (memupuk) tanaman padi
miliknya. * Bapak Mashudi yang juga mendapatkan hutang pupuk urea
seberat 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) Kilogram atau 7 (Tujuh) karung
pupuk urea. Pupuk urea tersebut dijual kembali ke Ibu Maryam, uang
tersebut akan digunakan untuk banyoni (membeli air untuk dialirkan ke
sawah miliknya, hal ini biasanya dilakukan sebelum menanam padi) dan
membayar jasa para pekerja tandur (menanam padi).”

Bapak Muhtarom yang mendapatkan hutang pupuk urea seberat 400
(Empat Ratus) Kilogram atau 8 (Delapan) karung pupuk urea. Pupuk
urea tersebut dijual kembali ke Ibu Mabruroh, uang tersebut akan
digunakan untuk biaya membajak sawah dan biaya untuk membeli bibit
padi.”!

Bapak Malik yang mendapatkan hutang pupuk urea seberat 500
(Lima Ratus) Kilogram atau 10 (Sepuluh) karung pupuk urea. Pupuk
urea tersebut dijual kembali ke Ibu Amah, uang tersebut akan digunakan
untuk biaya panen padi miliknya, yakni untuk menyewa jasa para
pekerja, yakni biaya ngerit pari (memotong padi), biaya nglumpokno

pari (mengumpulkan padi-padi yang sudah dipotong ke tepi sawah),

% Basit, Wawancara, Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, 27 Desember 2015.
% Mashudi, Wawancara, Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, 28 Desember 2015.
' Muhtarom, Wawancara, Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, 28 Desember

2015.
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biaya milihi pari (memisahkan tanaman padi yang keluar dari mesin
penggiling padi dengan biji padi).”
3. Praktik Hutang Pupuk Urea Dibayar dengan Uang

Hutang piutang pupuk urea dibayar dengan uang yang sudah menjadi
tradisi masyarakat Desa Laju Kidul dilakukan oleh orang-orang kaya yang
mempunyai sawah atau kebun luas, dimana mereka (piutang) banyak
persiapan pupuk urea. Salah satunya adalah Bapak Dainan yang secara
personal atau pribadi bukan atas nama lembaga atau instansi. Beliau adalah
satu penduduk Desa Laju Kidul yang mempunyai beberapa petak sawah,
yakni 1 (satu) Hektar. Dilihat dari luas sawah yang dimiliki oleh Pak
Dainan sudah jelas bahwa Pak Dainan mempunyai banyak persediaan pupuk
urea, atas sebab itulah beliau memberikan bantuan berupa hutang pupuk
urea yang dibayar dengan uang kepada masyarakat Desa Laju Kidul yang
membutuhkan.

Sebelum Pak Dainan mengucurkan bantuan hutang pupuk urea
kepada orang-orang yang membutuhkan, ada beberapa proses tahapan yang
harus dilalui, yaitu sebagai berikut:”

a. Calon penerima hutang (mugtarid) mencari informasi tentang aturan
yang diberlakukan oleh Pak Dainan kepada pihak lain yang telah
mendapatkan pinjaman darinya dan tentang waktu kapan calon

penerima hutang bisa bertemu dengan piutang (Pak Dainan).

%2 Malik, Wawancara, Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, 28 Desember 2015.
* Dainan, Wawancara, Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, 29 Desember 2015.
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b. Setelah sedikit mengetahui aturan tersebut, calon penerima hutang
mendatangi rumah Pak Dainan untuk menyampaikan keperluannya atau
kebutuhannya dan menyampaikan maksud mereka untuk meminta
bantuan hutang tersebut.

c. Setelah Pak Dainan mengetahui maksud dan tujuan kedatangan calon
penerima hutang, beliau akan memperjelas aturan-aturan melakukan
transaksi hutang piutang persebut.

Diantaranya aturan tentang hutang pupuk urea yang harus dikembalikan
berupa uang, pupuk urea per karung yang dihargai 300.000,- (Tiga Ratus
Ribu Rupiah).”*

Sedangkan untuk batas waktu pengembalian yakni setelah panen atau 3
(tiga) bulan yang harus dibayar satu kali lunas. Dan apabila tidak dapat
mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo, maka penerima
hutang harus mengembalikan hutang tersebut dengan adanya kelebihan.

d. Setelah calon penerima hutang sepakat dengan aturan-aturan yang telah
dibuat oleh Pak Dainan, maka ditentukan nominal hutang (sesuai
dengan jenis kebutuhan) dan waktu pengembalian.

4. Dampak Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Uang
Hutang pupuk urea yang di bayar dengan uang mempunyai dampak

positif dan negatif. Dampak positif dari hutang pupuk urea yang di bayar

% Harga pupuk urea pada umumnya berkisar Rp. 225.000,- sampai dengan Rp. 230.000,- yang dinaikkan
menjadi Rp. 300.000,-
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dengan uang antara lain: dapat meringankan beban masyarakat yang kurang
mampu dan saling tolong menolong antar sesama.

Adapun dampak negatif dari adanya transaksi hutang pupuk urea di
bayar dengan uang antara lain: Merugikan pihak penerima hutang karena
harga pupuk yang menjadi objek dalam transaksi hutang piutang tersebut

tidak sesuai dengan harga pupuk pada umumnya.



BAB IV

ANALISIS ‘URFTERHADAP TRADISI HUTANG PUPUK UREA DIBAYAR
DENGAN UANG DI DESA LAJU KIDUL KECAMATAN SINGGAHAN

KABUPATEN TUBAN

Islam datang untuk mengatur berbagai segi kehidupan manusia baik dalam ibadah
ataupun muamalah. Namun nas-nas syara’ tidak secara rinci memberikan solusi
terhadap berbagai macam problematika kehidupan manusia. Akibatnya manusia
mentradisikan sesuatu yang dianggap baik dan dianggap bisa memenuhi kebutuhnnya.
Tradisi ( ‘urf) tersebut diakui oleh ulama untuk dijadikan ulama dalam menetapkan
hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu. Dalam bab ini akan dibahas mengenai
analisis hukum islam tentang jual beli, analisis ‘wrfterhadap praktik hutang pupuk urea
yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul dan analisis ‘urfterhadap tradisi hutang

pupuk urea yang dibayar dengan uang.

A. Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli dan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Uang
Prespektif Masyarakat Laju Kidul
Menurut penulis hutang Pupuk urea dibayar dengan uang yang di lakukan oleh
masyarakat di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban adalah jual
beli yang pembayarannya dibelakang dengan syarat pembeli harus membayar harga

pupuk (yang menjadi objek dalam jual beli ini) lebih dari harga umum, yakni dengan

73
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adanya kelebihan nominal dan apabila si pembeli tidak mampu membayar harga
pupuk sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati maka pembeli dikenakan
tambahan nominal lebih. Jual beli yang bersyarat termasuk jual beli 7asid, yang pada
hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah namun yang rusak atau tidak sah
adalah sifatnya.”

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa transaksi yang
sebenarnya terjadi adalah Jual beli yang bersyarat, akan tetapi masyarakat Desa
Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban menganggap hal tersebut
merupakan hutang piutang. Jadi penulis lebih memfokuskan mengenai analisis ‘urf
terhadap hutang pupuk urea dibayar dengan uang yang terjadi dimasyarakat di Desa
Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Seperti yang telah penulis kemukakan pada bab yang telah lalu, bahwa sistem
yang dilakukan di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban adalah
hutang yang berupa pupuk urea akan tetapi pengembalian hutang tersebut berupa
uang.

Transaksi hutang piutang pupuk urea dibayar dengan uang jika di lihat dari
pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

Adapun rukun hutang piutang meliputi:

a. Adannya ‘Agid

b. Adanya obyek yang dihutangkan atau Ma qud alayh.”®

c. Adanya Sighat al-‘agd””

% M. Ali Hasan, Berbagai Macam..., 132-133.
*® Achmad Wardi Muslich, Figh Muamalat ..., 278.
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Secara umum, rukun hutang piutang yang terdapat dala transaksi hutang
piutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan
Kabupaten Tuban sudah sesuai dengan rkun hutang piutang yang telah ditetapkan

hukum syara’.

Selain adanya rukun hutang piutang, harus ada syarat-syarat yang harus
dipenuhi dalam transaksi hutang piutang. Syarat-syarat kedua belah pihak (subjek

akad) adalah sebagai berikut.

a. Pihak yang bertransaksi (orang yang memberikan hutang dan penerima
hutang) harus memiliki kecakapan bertindak hukum.
b. Pihak yang bertransaksi harus berakal sehat.

c. Yang bertransaksi harus sudah dewasa.

Begitu pula yang terjadi di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten
Tuban, bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi hutang piutang tersebut
sesuai dengan syarat subjek akad (pihak yang bertransaksi) yang ditentukan oleh

hukum syara’.

Adapun syarat lain yang harus dipenuhi adalah tentang obyek akad (barang

yang dipinjamkan) yaitu:

*" Mardani, Figh Ekonomi Syariah; Figh Muamalah ..., 335
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a. Barang yang dihutangkan merupakan barang yang bernilai yang mempunyai
persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya barang yang
dihutangkan.

b. Barang yang dihutangkan itu harus secara langsung dapat dimiliki oleh orang
yang berhutang.

c. Pemanfaatan barang yang dihutangkan itu berada dalam lingkup kebolehan
menurut syara’, maksudnya adalah tidak dipergunakan untuk perbuatan
maksiat.

d. Barang yang dihutangkan diserahakan kepada pihak yang berhutang.

Begitu pula yang terjadi di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten
Tuban, bahwa syarat objek akad dalam transaksi hutang piutang pupuk urea dibayar
dengan uang tersebut sesuai dengan syarat objek akad (barang yang dipinjamkan)

yang ditentukan oleh syara’.

Pembahasan ini saja tidak cukup dengan rukun dan syarat hutang piutang pupuk
urea dibayar dengan uang saja, tetapi dalam hal ini perlu penulis jelaskan jika
ditinjau dari pengertiannya, hutang piutang adalah harta yang diberikan pemberi
hutang (mugrid) kepada penerima hutang (mugtarid) untuk kemudian dikembalikan
kepadanya (mugqrid) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu

98
membayarnya.

% Achmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 273.



77

Pelaksanaan Hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, tidak sesuai dengan pengertian hutang
piutang menurut syara’. Dalam hal pengembalian hutang piutang tersebut yang
menjadi obyeknya dalam adalah pupuk urea, akan tetapi masyarakat Laju Kidul
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban,mengembalikan hutang tersebut bukan
berupa pupuk urea melainkan berupa uang, dimana uang tersebut bernominal lebih
daripada harga pupuk urea pada umumnya.

Seperti yang kita ketahui bahwa transaksi hutang pupuk urea yang dibayar
dengan uang adalah transaksi yang karena obyeknya mits/i, maka pengembalian dari
transaksi tersebut harus sesuai. Hal ini sesuai kesepakatan para ulama bahwa wajib
hukumnya bagi penerima hutang untuk mengembalikan harta semisal apabila ia

meminjm harta mitsli.’’

B. Analisis ‘“Urf Terhadap Tradisi Hutang Pupuk Dibayar Dengan Uang Prespektif
Masyarakat Laju Kidul

Tradisi yang berlangsung di tengah masyarakat diakui oleh ulama sebagai salah

satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam yang lebih dikenal dengan ‘urf.

‘Urt apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau

aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga di

kemudian hari tidak menimbulkan penafsiran lain di kalangan mereka mengenai

tradisi tersebut.

% Wahbah az-Zuhaili, A/-Figh al-Islami wa Adillatuhu ..., 379.
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Tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang yang dilakukan oleh
masyarakat Desa Laju Kidul bisa disebut dengan ‘urf, karena hutang piutang
tersebut sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan sudah
dikenal oleh kalangan masyarakat Desa Laju Kidul sehingga tidak menimbulkan
penafsiran lain.

Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam ‘urf'yang terbentuk.
Oleh karena itu, para ulama mengklasifikasikan ‘urf kedalam beberapa aspek agar
lebih mudah dipahami, diantaranya adalah:

1. Ditinjau dari Segi Obyeknya

Dari segi ini ‘urf dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a. al-‘Urf qauli (JS$£ <al) adalah kebiasaan masyarakat dalam
mempergunakan lafal/kata-kata atau ungkapan.100 Sehigga makna ungkapan
itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

b. al-‘Urf 1i’li (= <s »2)l) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan
perbuatan atau muamalah keperdataan.'”' Perbuatan biasa adalah perbuatan
masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan
kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat memakai pakaian
tertentu dalam acara-acara khusus.

2. Ditinjau dari Segi Cakupannya
Jika ditinjau dari cakupannya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu

sebagai berikut:

10 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, ..., 413.
19" Nasrun Haroen, Ushul Figh I.., 140.
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a. al-‘Urf al-‘am (22} < 2l)) adalah kebiasaan yang telah umum berlaku hampir
di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, basngsa dan agama.'*

b. al-‘Urf al-khas (=311 < 2ll) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan
masyarakat tertentu.'*

3. Ditinjau dari segi keabsahannya

Apabila ditinjau dari segi keabsahannya, ‘urf'dapat dibagi menjadi dua macam,

yaitu:

a. al-‘Urf al-sahih (z=>~=) —<,2l) adalah sesuatu yang baik yang menjadi
kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram
dan tidak pula sebaliknya.'®*

b. al-‘Urf al-fasid (x4 s 2ll) adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat
meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama,
undang-undang negara dan sopan santun.'®’

Jika ditinjau dari oyeknya, tradisi hutang di bayar dengan uang di Desa Laju
Kidul tersebut termasuk a/-‘urf al-amali yaitu kebiasaan masyarakat yang
berkaitan dengan muamalah keperdataan. Misalnya kebiasaan dalam jual beli
dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad yang jelas
seperti yang berlaku di pasar (al-bay’ al-mu’atah).

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul ini adalah

kebiasaan hutang piutang pupuk urea yang dibayar dengan uang. Dimana

192 Amir Syarifuddin, Ushul Figh ..., 415.

183 Nasrun Haroen, Ushul Figh I.., 141.

14 Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Figh ...,154.
195 Amir Syarifuddin, Ushul Figh ..., 416.
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seseorang berhutang pupuk urea kepada piutang, dan piutang mengharuskan agar
pihak yang berhutang mengembalikan hutangnya berupa uang bukan berupa pupuk
urea, seperti apa yang telah menjadi obyek dalam transaksi tersebut. Piutang juga
memberikan syarat kepada pihak yang berhutang yakni apabila pihak yang
berhutang tidak bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo (setelah panen
atau tiga bulan) maka orang yang berhutang tersebut harus mengembalikan
uangnya dengan nominal lebih dari harga pupuk urea yang menjadi obyek dalam
transaksi ini.

Adapun jika ditinjau dari segi cakupannya, maka tradisi hutang pupuk urea
yang dibayar dengan uang yang terjadi di Desa Laju Kidul ini termasuk a/- ‘urf al-
khas yaitu kebiasaan yang hanya terjadi di suatu daerah tertentu. Kebiasaan
hutang pupuk urea yang di bayar dengan uang yang terjadi di Desa Laju Kidul ini
digolongkan sebagai a/-‘urf al-khas karena kebiasaan hutang pupuk urea yang
dibayar dengan uang tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul.
Kebiasaan hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang tersebut tidak dilakukan
oleh masyarakat di daerah lainnya. Kalaupun ada hutang yang semacam itu, pasti
dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dengan nama yang berbeda pula.

Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahannya, tradisi hutang pupuk urea
yang dibayar dengan uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul
tersebut termasuk al-‘urf al-fasid. Al-‘urf al-fasid adalah kebiasaan yang dikenal

orang, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil syara’.
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Adapun mengenai syarat adanya kelebihan dalam pengembalian menurut
kesepakatan para ulama hukumnya haram.'”® Karena hutang piutang tersebut
terdapat unsur riba. Dengan demikian tradisi hutang pupuk urea yang dibayar
dengan uang yang ada di Desa Laju Kidul tersebut bertentangan dengan dalil
syara’, karena obyek dalam transaksi tersebut berupa pupuk urea maka
pengembaliannya juga harus berupa pupuk urea. Sehingga disebut dengan a/-‘urt’
al-fasid.

‘Urt diakui oleh ulama sebagai salah satu dalil yang dapat dijadikan
pertimbangan dalam menetapkan hukum syara’. Namun, tidak semua ‘urf dapat
dijadikan pertimbangan hukum. Menurut ulama ushuk fikih, ‘urf baru bisa
dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi
penetapan-penetapan sebagai berikut:

1. ‘Urfitu harus termasuk ‘urf'yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan
dalil syara’.
Tradisi hutang piutang pupuk urea dibayar dengan uang yang terjadi di

Desa Laju Kidul tersebut bertentangan dengan dalil syara’. Al-‘urf al-fasid

adalah kebiasaan yang dikenal orang, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan

dengan dalil syara’.
Dimana dalil syara’ tersebut tidak memperbolehkan adanya
pengembalian obyek hutang yang berbeda. Karena obyek yang dilakukan

dalam transaksi tersebut adalah benda yang bisa di ukur/ditimbang (mitsii),

106 Syaikh faishal bin abdul aziz ali mubarok, Nailul Authar, diterjemahkan oleh A. Qadir Hassan dkk,
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.), 1784.
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maka pengembaliannya harus dari transaksi tersebut harus sesuai. Hal ini
sesuai kesepakatan para ulama bahwa wajib hukumnya bagi penerima hutang
untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjm harta mitsfi.'"’
Adapun pengembalian hutang berupa uang yang bernominal lebih dari
harga pupuk pada umumnya, menurut para ulama kelebihan dalam
pengembalian hukumnya haram. Namun hal itu justru dilakukan oleh
masyarakat Desa Laju Kidul. Oleh karena itu tradisi hutang piutang pupuk
dibayar dengan uang tersebut dapat digolongkan ke dalam a/- ‘urf al-fasid.
2. ‘Urfitu bersifat umum
Hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang berlaku umum bagi siapa
saja yang mampu untuk melunasi hutang tersebut. Namun, hutang piutang
pupuk yang dibayar dengan dengan uang biasa dilakukan oleh masyarakat
yang hanya mempunyai kebutuhan-kebutuhan mendesak.
3.  ‘Urfharus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan
kepada ‘urf itu.
Tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang telah ada sejak
lama, yaitu sekitar tahun 1990-an. Tradisi tersebut sampai saat ini masih

dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul.

' Wahbah az-Zuhaili, A/-Figh al-Islami wa Adillatubu ..., 379.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat diambil kesimpulan sebgai berikut:

1.

Transaksi yang terjadi di masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan
Kabupaten Tuban adalah Jual beli yang pembayarannya dibelakang dan
termasuk juga jual beli yang bersyarat. Jual beli yang bersyarat adalah jual beli
fasid, yang berarti bahwa sifat dari jual beli tersebut tidak sah atau rusak. Akan
tetapi, masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban
menganggap kebiasaan tersebut merupakan transaksi hutang piutang, bukan jual
beli. Hutang pupuk urea dibayar dengan uang yang terjadi di Desa Laju Kidul
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban mulai ada sejak tahun 1990-an. Hutang
pupuk urea adalah dimana pihak yang berhutang meminjam pupuk urea dengan
syarat harus mengembaikan hutangnya berupa uang bukan berupa pupuk urea,
dengan batas waktu pengembalian yakni setelah panen atau 3 (tiga) bulan yang
harus dibayar satu kali lunas. Adanya hutang piutang pupuk urea dibayar dengan
uang yang sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Laju Kidul tersebut
dilatarbelakangi karena langkanya pupuk urea sehingga membuat para petani
kesusahan dalam mencari pupuk urea yang akan mereka gunakan untuk

memupuk sawah mereka.

. Tradisi hutang piutang pupuk urea dibayar dengan uang yang terjadi di Desa

Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban termasuk al-‘urf al-fasid.

83
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Al-‘urf al-fasid adalah kebiasaan yang dikenal orang, tetapi kebiasaan tersebut
bertentangan dengan dalil syara’. Hal tersebut disebabkan karena transaksi
hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang adalah transaksi yang obyeknya
mithli, maka pengembaliannya harus sesuai. Hal ini sesuai kesepakatan para
ulama bahwa wajib hukumnya bagi penerima hutang untuk mengembalikan harta
semisal apabila ia meminjam harta mithli. Adapun mengenai syarat adanya
kelebihan dalam pengembalian menurut kesepakatan para ulama hukumnya

haram. Karena hutang piutang tersebut terdapat unsur riba.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang tradisi hutang piutang pupuk urea

dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban,

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1.

Masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban
hendaknya melakukan transaksi hutang piutang pupuk urea yang dibayar dengan
uang hanya dalam keadaan yang benar-benar darurat. Jika masih ada cara lain
yang bisa dilakukan, sebaiknya tidak melakukan transaksi hutang piutang pupuk
urea yang dibayar dengan uang.

Dalam bermuamalah hendaknya berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada

dalam al-Qur’an dan hadith.
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